
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 21

TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PRMRF.RTAN PRW^TTpANQAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang
Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan;

b. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan
Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan perlu disesuaikan;

V^- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor -82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5238);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Jsfomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

^ Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008
^ tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 29);



11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin .(Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor
25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN

2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

<J Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 21) diubah,
sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 :

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan :

a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam
hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
a angka 1);

b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang
i^y terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau
Pasal 2 ayat ^2) Jiuruf b; atau

c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

d. Perhitungan besarnya prosentase (%) Pengurangan sebagaimana Pasal 4
huruf a dan b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Maret 2015

WALIKOTA BANJARMASIN,

HIDIN

^ Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

w

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR .-„.
IB



Tabel Prosentase (%) :

' LAMPIRAN I (
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 1? TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

NO Unsur Penilaian Persentase Pengurangan
3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

1 Luas Tanah > 750 501-750 401-500 301-400 201-300 101-200 < 100

2 Status Tanah Hak Milik HGB Hak Pakai Adat Warisan
Kontrak /

Sewa
Garapan

3 Lokasi Tanah
Real Estate /
Apartemen

Real Estate /
Menengah

Rumah Susun
Rumah

Sederhana
Proyek MHT

Rumah

Sangat
Sederhana

Perumahan

Kumuh

4 Luas Bangunan > 500 250-500 100-250 75-100 50-75 36-50 <36

5 Umur Bangunan Baru 1-5 Tahun 6-10 Tahun 11-15 Tahun 16-20 Tahun 21-25 Tahun >25 Tahun

6
Jumlah Tanggungan

Keluarga Tidak Ada 1 2 3 4 5 >5

7 Jumlah Penghasilan > 1.000.000
750.000-

1.000.000

500.000-

750.000

200.000-

500.000

100.000-

200.000
1-100.000

Tidak Ada

Penghasilan

8
Rek. Listrik, PDAM,

Telepon > 500.000 300.000-500.000
250.000-

300.000

100.000-

250.000

50.000-

100.000

25.000-

50.000
< 25.000

WALIKOTA BANJARMASIN,


